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Abstrak  
Tujuan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh 
transparansi dan partsipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa 
di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Hasil olahan data, dengan 
menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh nilai thitung sebesar 2,579. artinya bahwa variabel 
transparansi (b1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggunjawaban 
pengelolaan  dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. 
Sedangkan variabel partisipasi masyarakat (b2) berpengaruh negatif. F hitung sebesar 3,418> 
sig. sebesar 0,048 yang artinya hubungan antara transparansi (b1) dan partisipasi masyarakat 
(b2) terhadap pertanggunjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan 
Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar 3,418 adalah signifikan. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu peran dana desa adalah sebagai alat dalam membantu terlaksananya 
pembangunan di desa, pemberdayaan masyarakat dan berjalannya pemerintahan 
desa dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat (Kartika, 20212). Diharapkan 
pula dapat membantu masyarakat dalam hal kebutuhan sarana dan prasarana yang 
dapat membantu mengembangkan potensi perekonomian lokal yang ada di desa 
tersebut (Syamsiah & Mansur, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 
2014, 10% dana desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 
yang diperoleh langsung oleh desa tanpa melalui perantara (Tahir dkk, 2020). 
Walaupun dalam kenyataannya dana desa tersebut pnyalurannya melalui 
Kabupaten/Kota dalam bentuk pengawasan. Sedangkan jumlah anggaran untuk tiap-
tiap desa berbeda-beda (Tamsir, 2020). 

Desa juga memperoleh aliran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk bantuan 
anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke pemerintah desa dalam 
rangka untuk meningkatakan pelayanan dasar untuk masyarakat desa (Karim, 2019). 
Anggaran Dana Desa sebaga subtansi yang baru dalam Anggaran Pendapatan dan 
belanja desa dalam mendukung pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat dan 
publik. Adapun besaran alokasi dana desa tersebut sebanyak 30% ke pemerintah desa 
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serta 70% diperuntukkan dalam program pemberdayaan masyarakat dan publik (BI, 
1998). 

Penggunaan ADD pada Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten 
Pohuwato difungsikan sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk 
terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan 
ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sesuai anggaran 
telah ditetapkan (Ahmad dkk, 2022). Dana desa sebagian besar diperuntukan untuk 
infrastruktur desa baik itu berupa pembangungnan desa, dan karena itu ADD tiap 
tahun selalu ditingkatkan (Karim dkk, 2021). Harapan pemerintah pusat masyarakat 
desa dapat dapat merasakan perkembangan pernghasilan melalui kerja keras yang 
dilaksanakan di desa (Muslimin & Sulfianty, 2022). Sebab itu prtisipasi masyarakat 
diperlukan dan transparansi untuk menggunakan ADD dengan tujuan mengelolah 
dengan baik anggaran tersebut dengan sebaik baiknya (Fairuza & Syamsiah, 2021). 
Dalam perkembangan pembagunan maupun pemberdayaan masyarakat demi 
kesejahteraan masyarakat desa (Karim dkk, 2022). 

Tapi dalam prakteknya, masi sering terdapat masalah di setiap wilayah/desa 
iayalah ADD dalam pembiayaan belanja desa berkontribusi besar daripada PAD dari 
pada belanja desa (Syamsiah & Sari, 2020). Masalah tersebut terjadi dikarenakan ADD 
lebih besar dari pada Pendapatan Asli Desa (PAD). Berdasarkan fenomena yang ada 
bahwa sebagian besar masyarakat desa di desa Botubilotahu adalah masyarakat yang 
masih membutuhkan atau bergantung pada dana desa yang baik, untuk itu dalam 
pengelolaan Alikasi Dana Desa sudah seharusnya mengarah ke pengembangan 
kesejahteraan hidu masyarakat (Muslimin & Sulfianty, 2020). Dalam mewujudkan 
harapan tersebut, sudah barang tentu dibutuhkan pengelolaan Alokasi Dana Desa 
dalam hal ini di desa Botubilotahu secara transparan dan diselaraskan dengan 
perencanaan program kerja pembangunan desa yang memanfaatkan Alokasi dana 
Desa yang tepat sasaran dan tujuan yang diharapkan antara pemerintah desa dan 
masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. 

APBN mengucurkan dana yang ditransfer melalui APBD Kota/Kabupaten 
dalam tiap tahunnya dan dipertuntukkan bagi desa-desa dalam rangka untuk 
pembiayaan terlaksananya operasional pemerintah desa berdasarkan hak usul dan 
kewenangan lokal desa. Dalam Undang-Undang nomr 23 tahun 2014 ps 294 (3), 
bahwan ADD dikucurkan dari pusat guna membiayai terlaksananya pemerintahan, 
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan peraturan-
peraturan tentang desa. Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015, ADD merupakan anggaran yang 
berasal dari APBN  yang ditujukan untuk desa dan ditransfer lewat Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Kota/Kabupaten yang difungsikan sebagai pembiayaan 
terselenggaranya pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan serta pemberdayaan 
warga desa. 

ADD merupakan kewajiban pemerintah dari Kabupaten/Kota dalam 
mengalokasikan dana untuk desa yang bersumber dari DBH dan DAU sebagai dana 
perimbangan (Karim dkk, 2022). Sedangkan DD kewajiban dari pemerintahan pusat 
dalam mengalokasikan dan mentransferkan ke desa dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara dalam rangka perwujudan dan penghargan untuk desa. Dalam tiap 
tahunnya, Pemerntah pusat menentukan pagu DD dalam belanja transfer untuk 
daerah serta desa, oleh kelmpok belanja negara dalam Undang-Undang mengenai 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pusat menentukan dan 
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melakukan perhitungan pagu DD ke setiap Kota/Kabupaten ke seluruh wilayah 
Indonesia (Syamsiah, 2020). Dalam hasil menghitung dan pembagian tersebut jadi 
lampran untuk peraturan persediaan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara.  
 
METODOLOGI  

Metode penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan menggunakan statistika 
untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum 
atau generalisasi (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini menggunakan analisis data 
deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran dengan menganalisis data penelitian 
berupa tabel, grafik yang berfungsi sebagai penjelasan hasil penelitian. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda untuk memprediksi 
apakah transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap 
pertanggunjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa 
Kabupaten Pohuwato. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuesioner yang 
dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS-16. Adapun hasil dari 
uji analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 1. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.730 6.451  1.663 .108 
Transparansi .717 .278 .444 2.579 .016 
Partisipasi 
Masyarakat -.119 .214 -.096 -.557 .582 

a. Dependent Variable: Pertanggungjawaban 
DD 

   

Sumber: Data olahan, 2022. 
 

Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi berganda Y = 
10,730 + 0,717X1 + -0,119X2 + €, dimana nilai constant 10,730 yang berarti jika variabel 
transparansi dan partisipasi masyarakat di asumsikan sama dengan 0, maka 
pertanggunjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa 
Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 10,730. Koefisien variabel transparansi (b1) 
sebesar 0,717 yang bermakna bahwa perubahan variabel transparansi (b1) akan di ikuti 
oleh perubahan pertanggunjawaban pengelolaan  dana desa sebesar 0,717 dengan 
asumsi variabel lain adalah konstan. variabel partisipasi masyarakat (b2) akan di ikuti 
oleh perubahan pertanggunjawaban pengelolaan  dana desa di desa Botubilotahu 
Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar  -0,119 dengan asumsi variabel lain 
adalah konstan.  
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Secara parsial, variabel transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap 
pertanggunjawaban pengelolaan  dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa 
Kabupaten Pohuwato menggunakan uji t sebagaimana pada tabel dibawah ini, jika 
dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 adalah : 

 
Tabel 2. Uji t 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.730 6.451  1.663 .108 

Transparansi .717 .278 .444 2.579 .016 
Partisipasi 
Masyarakat -.119 .214 -.096 -.557 .582 

a. Dependent Variable: Pertanggungjawaban 
DD 

   

   Sumber: Data olahan, 2022. 
 

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai thitung sebesar 2,579. Yang berarti 
bahwa variabel transparansi (b1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertanggunjawaban pengelolaan  dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa 
Kabupaten Pohuwato karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,016 yang lebih kecil 
dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% (0,016 < 0,05). Berdasarkan 
tabel diatas maka diperoleh nilai thitung sebesar -0,557. Yang berarti bahwa variabel 
partisipasi masyarakat (b2) berpengaruh negatif terhadap pertanggunjawaban 
pengelolaan  dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten 
Pohuwato.  

Uji simultan atau uji F dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk 
melihat pengaruh variabel motivasi (b1), kepuasan kerja (b2) terhadap 
pertanggunjawaban pengelolaan  dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa 
Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan 30 responden sekaligus sebagai sampel. 
Dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dengan taraf α = 5%.  

 
Tabel 3. Uji F 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 75.853 2 37.926 3.418 .048a 
Residual 299.614 27 11.097   
Total 375.467 29    

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi  
b. Dependent Variable: Pertanggungjawaban DD   

Sumber: Data olahan, 2022. 
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Hasil olahan data dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh F hitung sebesar 
3,418 > sig. sebesar 0,048 berarti Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya hubungan 
antara transparansi (b1) dan partisipasi masyarakat (b2) terhadap pertanggunjawaban 
pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato 
sebesar 3,418 adalah signifikan. Dalam menentukan besarnya pengaruh variabel 
transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pertanggunjawaban pengelolaan  
dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, maka 
peneliti gunakan uji koefisien determinasi (R2) berikut ini. 

 
Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .449a .202 .143 3.331 

Sumber: Data olahan, 2022. 
 

Olahan data pada program SPSS diperoleh nilai R Square (r2) sebesar 0,202 atau 
20,2%. Yang berarti bahwa variabel transparansi dan partisipasi dapat mempengaruhi 
pertanggunjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa 
Kabupaten Pohuwato sebesar 20,2%. Selain itu koefisien determinasi menjelaskan 
bahwa jika transparansi dan partisipasi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, 
maka pertanggunjawaban pengelolaan  dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan 
Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar 44,9%, sedangkan sisanya sebesar 55,1% 
dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model. 
 
SIMPULAN  

Transparansi berpengaruh positif secara parsial terhadap pertanggungjawaban 
pengelolaan dana desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten 
Pohuwato. Partisipasi masyarakat berpengaruh negatif secara parsial terhadap 
pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa 
Kabupaten Pohuwato. Transparansi dan partsipasi masyarakat berpengaruh positif 
dan signifikan secara simultan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa 
di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. 

Pemerintah Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato agar 
terus mempertahankan transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana 
desa karena diperoleh hasil penelitian bahwa transparansi secara parsial berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa 
Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Hal ini diperlukan seiring 
harapan pemerintah pusat agar masyarakat desa dapat merasakan perkembangan 
pernghasilan melalui kerja keras yang dilaksanakan di desa. 
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